



Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216


Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MENIKAH PADA SAAT HUBUNGAN KERJA BERLANGSUNG
Nadia Rizky Dwi Putri 
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, nadia.rizkydwiputri@gmail.com

Abstrak
Perjanjian kerja antara pekerja yang berposisi sebagai pengumpul tol dengan PT Global Network Investindo merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana perjanjian kerja tersebut menyebutkan bahwa pekerja dilarang menikah pada saat hubungan kerja berlangsung. Pada sisi lain menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa menikah merupakan hak setiap orang dan tidak boleh dilarang. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika yuridis.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja menikah pada saat hubungan kerja berlangung melanggar Peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja yang di-PHK karena menikah saat hubungan kerja berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. 

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menyatakan adanya larangan untuk menikah pada saat hubungan kerja berlangsung sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerjanya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menikah dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi yaitu bipartit, konsoliasi atau mediasi selain itu apabila belum dapat diselesaikan maka dapat memilih jalur Pengadilan Hubungan Industrial setelah itu apabila belum selesai maka dapat diajukan ke tingkat Mahkamah Agung.






The work agreement between the worker who works as a toll collector and PT Global Network Investindo is categorized as a work agreement for a specified time in which the employment agreement states that workers are not allowed to get married during the period of employment relation. On the other hand according to the 1945 Constitution, Law Number 39 Year 1999 Concerning Human Rights and Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower state that marriage is a right of every person and must not be banned. This of course raises the juridical problem.

The purposes of this study are to determine whether the termination of employment because employee gets married during the period of employment relation is relevant to Employment Rules. In addition, this study also aims to determine the legal remedies that can be taken by the workers who were laid off because employee gets married during the period of employment relation. The method used in this study is normative. The approaches used are the legislation and also the conceptual approach .

At the end of this study, it can be concluded that the work agreement that states the prohibition of marriage during employment relationship lasts as occurred in the Work Agreement between PT Global Network Investindo and its employee is contrary to the rules of the labour. Moreover, the legal action that can be taken by workers associated with the termination of employment due to marriage are non-litigation namely: Bipartite, Consiliation or Mediation. While if it is still not resolved, the parties can choose the the litigation option namely sueing through the Industrial Relations Court and if the one f the parties is not satisfied then it acn brought to the Supreme Court level












Keberadaan hukum memberi kejelasan tentang apa yang  boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh penduduk Indonesia. Hukum dibuat agar satu manusia dengan manusia yang lain dapat berjalan harmonis. 
Salah satu bidang hukum yang mengakui hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya adalah hukum perburuhan, dalam hal ini para subyeknya adalah pekerja dan pengusaha. Dalam hukum perburuhan atau yang dapat juga disebut hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha. Dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah maka disinilah terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang kewajiban maupun hak dari para pihak yaitu pihak tenaga kerja dan juga pihak pekerja. 
Pengusaha dan pekerja diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan sendiri untuk melakukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Pengusaha biasanya membuat perjanjian kerja secara tertulis dan pengusaha membuat perjanjian baku dimana pengusaha yang membuat perjanjian kerja lalu pekerja hanya menyetujui perjanjian tersebut tanpa ada tawar-menawar terlebih dahulu antara pekerja dan pengusaha. Pekerja tidak diberi kebebasan untuk ikut dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kerja.
Pengusaha membuat perjanjian kerja karena posisi tawar pekerja yang lebih tinggi dari pada pekerja sehingga pekerja hanya bisa menerima dan menyetujui perjanjian tersebut. Pekerja memiliki posisi tawar lebih rendah yang membuat pengusaha dapat membuat perjanjian kerja yang mensyaratkan beberapa hal yang salah satunya adalah pekerja bersatus lajang/belum menikah pada saat melamar pekerjaan. Selanjutnya pengusaha juga melarang pekerja untuk kawin sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Konflik norma terjadi karena kawin merupakan hak dasar manusia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (1)  yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak setiap warga negara untuk menikah sebagaimana tertera pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “ siapa saja bisa menikah dan melanjutkan keturunan tanpa adanya halangan dari siapapun atau dari pihak manapun” 
Pemerintah juga berusaha melindungi pekerja terkait dengan hak pekerja untuk menikah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan. Pasal 153 ayat (1) menyebutkan bahwa   
Bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan  
a.	Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus ;
b.	Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memnuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c.	Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d.	Pekerja/buruh menikah; 
e.	Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f.	Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama; 
g.	Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama;
h.	Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i.	Karena perbedaan paham,agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j.	Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dijelaskan bahwa pengusaha tidak diperbolehkan memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang telah disebutkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. 
Permasalahannya adalah tidak semua pengusaha menjalankan atau memiliki interpretasi yang sama terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada perjanjian kerja PT Global Network Investindo (Citra Marga Group) dengan pekerja/buruh dengan katagori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT). Pekerja pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di atas berposisi sebagai petugas pengumpul tol.  Pada Pasal 6 ayat 2 huruf (e) dinyatakan bahwa pihak kedua (pekerja) berakhir hubungan kerjanya apabila diketahui telah menikah. Pada saat melamar calon pegawai atau pelamar disyaratkan sebagai berikut: 
1.	Pria/Wanita usia maksimal 20 tahun (tahun pada saat melamar)
2.	Pendidikan minimal  SLTA/sederajat
3.	Berpenampilan menarik 
4.	Tinggi badan Pria minimal 165 cm 
5.	Tinggi badan Wanita minimal 160cm 
6.	Berbadan sehat dan tidak cacat fisik (dibuktikan  surat Keterangan Dokter)
7.	Tidak berkacamata dan tidak buta warna
8.	Berkelakuan baik (dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian)
9.	Belum berkeluarga/lajang (dibuktikan surat Keterangan Kelurahan)
10.	Bersedia kerja shift (khusus wanita hanya shift 1 atau shift pagi)  






	Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Statue Approach dan pendekatan Undang-Undang




Pada saat dibukanya jalan tol Waru-Juanda, PT Global Network Investindo membuka lowongan pekerjaan untuk jabatan sebagai petugas pengumpul tol outsourching dengan syarat sebagai berikut : 
1.	Pria/Wanita usia maksimal 20 tahun (tahun pada saat melamar)
2.	Pendidikan minimal  SLTA/sederajat
3.	Berpenampilan menarik 
4.	Tinggi badan Pria minimal 165 cm 
5.	Tinggi badan Wanita minimal 160cm 
6.	Berbadan sehat dan tidak cacat fisik (dibuktikan surat Keterangan Dokter)
7.	Tidak berkacamata dan tidak buta warna
8.	Berkelakuan baik (dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian)
9.	Belum berkeluarga/lajang (dibuktikan surat Keterangan Kelurahan)
10.	Bersedia kerja shift (khusus wanita hanya shift 1 atau shift pagi) 
Dengan syarat tersebut perusahaan memberikan syarat kepada calon pegawai yang masih lajang/belum keluarga pada saat melamar pekerjaan. Pada saat calon pegawai diterima sebagai pegawai di perusahaan tersebut, perusahaan telah menyiapkan perjanjian kerja berbentuk perjanjian kerja baku. Perjanjian baku tersebut hanya memerlukan tanda tangan pegawai sebagai tanda bukti menyetujui perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan. 
Permasalahan timbul pada saat salah satu pekerja ingin melangsungkan pernikahan pada saat pekerja tersebut masih memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Pekerja mengerti bahwa PT Global Network Investindo selaku pengusaha menghendaki pekerjanya untuk tidak menikah pada saat masih terikat hubungan kerja dengannya. Pekerja menyadari bahwa perjanjian kerja yang ia sepakati dengan pengusaha terdapat klausul yang menyebutkan bahwa PT Global Network Investindo dapat bertindak memutus hubungan kerja dengan pekerja jikalau pekerja tersebut menikah. 
 Pada sisi lain pekerja juga menyadari bahwa menikah merupakan hak pekerja yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak untuk menikah yang disebutkan pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “ siapa saja bisa menikah dan melanjutkan keturunan tanpa adanya halangan dari siapapun atau dari pihak manapum.” Undang-Undang lain yang melindungi hak pekerja untuk menikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tertera pada pasal 153 ayat (1), yang mana isi pasal tersebut melarang pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja dengan alasan pekerja tersebut menikah.  
Adapun jenis perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan tersebut adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja baku tersebut menyebutkan hak-hak dan juga kewajiban setiap pihak, yaitu pekerja dan juga perusahaan. Dalam perjanjian kerja antara PT Global Netwok Investindo dengan pekerja terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pekerja akan diputus hubungan kerjanya jika diketahui telah menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (e), selain itu  Pada saat pekerja telah menandatangani perjanjian kerja tersebut pihak perusahaan juga menjelaskan secara lisan bahwa salah satu kewajiban pegawai yaitu tidak diperbolehkan menikah selama masih terikat hubungan kerja dengan perusahaan. Setelah perjanjian lisan tersebut apabila terdapat pegawai yang benar-benar menikah pada saat hubungan kerja berlangsung maka perusahaan tidak akan memutus hubungan kerja melainkan meminta pekerja tersebut untuk mengundurkan diri. 
Alasan perusahaan meminta pekerja tersebut untuk mengundurkan diri yaitu, agar pengusaha tidak mengeluarkan hak pekerja yang berupa uang pada saat pemutusan hubungan kerja atau biasa yang disebut dengan pesangon. Pekerja yang mengundurkan diri atas keinginan pekerja sendiri dapat membebaskan pengusaha agar pihak pengusaha tidak mengeluarkan pesangon yang menjadi hak seorang pekerja. Pihak pengusaha yaitu PT Network Investindo menghindari untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang menikah pada saat hubungan kerja berlangsung maka pengusaha meminta pekerja  tersebut untuk mengundurkan diri. Mengingat perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol adalah perjanjian kerja waktu tertentu maka menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 62 yang berbunyi 
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya  jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana diamksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berkahirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pengusaha menghindari membayarkan ganti rugi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pengusaha meminta pekerja untuk mengundurkan diri agar pengusaha tidak membayar ganti rugi sebesar upah pekerja kepeda pekerja sampai pekerja berakhir melainkan pekerja yang mengganti kerugian sebesar upahnya sampai perjanjian kerja selesai.  
Selain perjanjian secara tertulis sebagaimana yang telah disampaikan secara singkat di depan, pekerja juga diminta menyepakati secara lisan yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tentu.” Berdasar pada pasal tersebut maka perjanjian kerja pekerja dengan PT Global Network Investindo merupakan perjanjian kerja waktu tidak tentu karena adanya perjanjian lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan juga pihak pekerja.
3.2	Pembahasan Hasil Penelitian
	3.2.1	Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasam Pekerja Menikah Pada Saat Hubnngan Kejra Berlangsung menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

	Era globalisasi membuat perkembangan industri semakin pesat, yang kemudian menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja di Indonesia pada kenyataannya lebih tinggi dari pada lapangan pekerjaan yang ada. Angka pengangguran menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 mencapai 7,17 juta  yang membuat rendahnya posisi tawar pada pekerja yang menyebabkan  pengusaha menggunakan perjanjian take it or leave it.  Perjanjian ini dibuat oleh pengusaha dan disodorkan pada calon pekerja dimana pekerja tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan sesuatu. Apabila ia menerima maka akan menandatangani sebaliknya apabila menolak maka ia dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.
Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Di dalam perjanjian terdapat empat unsur yang harus terpenuhi yaitu kesepakatan dua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan syarat yang terakhir pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian.
Perjanjian kerja mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat mengubah atau menarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak kecuali sebab tertentu yang diatur oleh undang-undang. Berakhirnya perjanjian kerja karena beberapa sebab diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 61 ayat (1)  yaitu 
a.	Pekerja meninggal dunia
b.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
c.	Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indutrial yang telah mempunyai kekuatan hukum, atau 
d.Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang        dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
 
Perjanjian dapat dibatalkan jika dalam melaksanakan perjanjian tersebut ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja. Di dalam syarat sah perjanjian kerja, syarat subjektif terdapat dalam unsur pertama dan kedua, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak. Syarat sah tersebut merupakan syarat sah perjanjian kerja secara subjektif karena berhubungan dengan individu yang membuat perjanjian kerja. Jika syarat sah perjanjian kerja tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan
Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol merupakan perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja selain diminta untuk menyepakati klausul tertulis, juga diminta menyepakati perjanjian kerja yang disampaikan setelah menyepakati perjanjian kerja tertulis. Pada perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Global Network Investindo ini juga terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dan disepakati oleh pihak pengusaha dan juga pekerja, dimana perjanjian secara lisan yang telah dibuat tersebut adalah PT Global Network Investindo melarang pekerja untuk tidak menikah pada saat masih terjalin hubungan kerja. Kesepakatan tersebut dibuat setelah pekerja menandatangani perjanjian kerja.
Melihat pada mekanisme kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut, bahwa perjanjian kerja dapat berbentuk tertulis dan juga dapat berbentuk tidak tertulis (lisan).  Perjanjian secara lisan tersebut diucapkan oleh pihak pengusaha dimana pihak pengusaha yang dimaksud adalah PT Global Network Investindo dengan pekerjanya yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol pada saat setelah penanda tanganan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dilakuan PT Global Network Investindo dengan pekerja tersebut sah berdasar pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “ Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.”
Selanjutnya mengingat perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol katagorinya adalah perjanjian kerja waktu tertentu, pengaturan tentang perjanjian kerja juga harus memperhatikan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “ Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonsia dan huruf latin.” Selain itu pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “ Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian waktu tidak tertentu.” 
Kedua pasal tersebut telah menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu harus secara tertulis, tidak boleh secara tidak tertulis, sedangkan perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol ini telah menyepakati perjanjian yang tidak tertulis. Sehingga apabila mendasar pada pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol tersebut merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja yang berposisi sebagai perugas pengumpul tol tersebut otomatis menjadi pekerja tetap.
Konsekuensi hukum ini tampaknya tidak disadari oleh PT Global Network Investindo karena kesepakatan yang dibuat secara lisan pada saat setelah penandatanganan perjanjian kerja hanya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pekerja, bahwa selama bekerja ia tidak diperbolehkan menikah.

3.2.2	UPAYA HUKUM PEKERJA TERKAIT DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENIKAH

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja menikah pada saat hubungan kerja berlangsung merupakan  perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dimana pengusaha dengan pekerja tidak sama pendapatnya tentang pengakhiran hubungan kerja.  Perselisihan diantara pekerja dengan pengusaha ini disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi). Di luar pengadilan dapat  melalui negoisasi (bipartit), juru pemisah/dewan (arbitrase) atau pegawai perantara (mediasi).






Disamping penyelelesian perselisian yang diatur dalam bab dua Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ternyata juga diatur pula mengenai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebut dengan Pengadilan Hubungan Indutrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Mengingat perselisihan hubungan industrial yang peneliti angkat berdasar atas perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja maka lembaga yang berwenang sebagai berikut :

-	Bipartit 
Bipartit adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pengusaha dengan pekerja/ buruh diperusahaan.  Perundingan bipartit pada hakikatknya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial  mulai pasal 3 sampai dengan pasal 7.

-	Konsiliasi
Menurut pasal 1 angka (4) yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator yang netral.  
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mulai pasal 17 sampai dengan pasal 25. 

-	Mediasi 
Yang dimaksud dengan mediasi pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator atau lebih.
Mediasi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mulai pasal 8 sampai dengan pasal 15. 
-	Pengadilan Hubungan Industrial






Berdasarkan hasil analisis dari penulis dalam bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.	Perjanjian kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerja yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol tidak sesuai dengan  pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha untuk memutuskan hubungan pekerjaan dengan pekerja dengan alasan pekerja menikah. Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut berdasar pada pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu terkait dengan perjanjian lisan antara PT Global Network Investindo dengan pekerja, yang berposisi sebagai petugas pengumpul tol yang di perjanjikan pada saat setelah menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak merupakan perjanjian kerja waktu tertentu, yang dimana perjanjian kerja waktu tertentu tersebut diharuskan dibuat secara tertulis berdasarkan pada pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan berdasar pada pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang diperjanjikan secara tidak tertulis tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
2.	Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dikarenakan pekerja menikah dapat berupa upaya hukum litigasi dan nonlitigasi. Jalur nonlitigasi dapat berupa Bipartit, Konsiliasi atau melalui Mediasi sedangkan apabila pada jalur nonlitigasi tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadialan Hubungan Industrial. 

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut :
1.	Pihak pengusaha menelaah kembali perjanjian kerja yang telah dibuat, meskipun menggunakan perjanjian kerja baku bukan berarti perjanjian kerja baku tersebut dapat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perumusan perjanjian kerja hendaknya selalu memperhatikan syarat sah perjanjian kerja yaitu menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar perjanjian kerja yang dibuat pihak pengusaha tidak melanggar peraturan perundang-undangan.





Agusmidah, 2008, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia.
Arrasjid, Chainur,  2000,  Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
Budiono, Abdul R,  2009,  Hukum Perburuhan, Jakarta: PT.Indeks.
Djumadi, 2005, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja , Jakarta, Rajawali  Pers.
Hernoko, Agus Yudha,  2010,  Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam      Kontrak Komersil, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup	
Husni, Lalu,  2003,  Pengantar Hukum ketenagakerjaan indonesia, Jakarta, PT Raja      Grafindo Persada.
Ibrahim, Johny, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang,                Bayumedia Publishing.
Khakim, Abdhul, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud,  2009, Penelitian Hukum, Jakarta,  Kencana.
Pena, Tim Prima,  2005, “Hukum” , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,	 Gitamedia Press,
Rahayu, Devi  2011, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, Yogyakarta, New Elmatera.
 Soepomo, Iman, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan,  Jakarta,  Djambatan.	
Subekti, 1977,  Aneka perjanjian, Bandung,  Alumni Bandung,	
Wignjodipoero, Soerojo, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta,  Haji  Masagung.





Undang-Undang Dasar 1945 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2479
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Republik Indonesia Nomor 39, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886




Tanpa Nama, http://surabaya.olx.co.id/pengumpul-tol-iid-214897605 , diakses pada 17-11-2013 pukul 17:11
Tanpa Nama, http://www.legalakses.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidak-tertentu	-pkwtt/ diakses tanggal 13-10-2013 pukul  13;04
Tanpa Nama, http://www.legalakses.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidak-tertentu-pkwtt/  diakses tanggal 13-10-2013 pukul 13:20
Tanpa Nama, http://www.carijob.com/artikel/detail/16/perhitungan-upah-pesangon-phk-.html, , diakses pada tanggal 18-11-2013 pukul 14:17
Tanpa Nama, http://www.artikelnikah.com/2012/07/arti-nikah-menurut-undang	-undang-yang.html akses tgl 16-10-2013 pukul 11; 55
Tanpa Nama,  http://www.artikata.com/arti-345014-pesangon.html, diakses tanggal  21-10-2013 pukul  21:39
































7


